SALINAN

PUTUSAN
Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Memeriksa: dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding
dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara
Permohonan Cerai Talak antara:

Pembanding, NIK XXXXXXXXXXX, lahir di Bandung, tanggal 13 Januari
1993 (umur 29 tahun) agama Islam, pendidikan SLTA,
pekerjaan Pegawal Swasta pada PT. Senopati Satria
Sakti, tempat tinggal di Kota Bandung, semula sebagai
Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang
Pembanding;

melawan

Terbanding, NIK XXXXXXXXXXX, lahir di Bandung, tanggal 18 April 1996,
(umur 26 tahun) agama Islam, pendidikan SLTA,
pekerjaan Pegawai Swasta pada PT. Bintang Terang
Mahakarya, tempat kediaman di Kota Bandung,
semula - sebagai - Termohon Konvensi/Penggugat
Rekonvensi sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan
banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan
Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Badg. tanggal
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05 Oktober 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awwal 1444
Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Menolak gugatan Penggugat.

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat rekonvensi tidak dapat diterima

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon ‘untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan diucapkan pada hari Rabu, tanggal 05
Oktober 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awwal 1444
Hijriyah dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan
Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa atas putusan tersebut, Pemohon ' Konvensi/Tergugat
Rekonvensi yang selanjutnya disebut sebagai Pembanding mengajukan
permohonan banding sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan
Banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Badg tanggal 21 Oktober 2022
yang dibuat oleh PIt. Panitera Pengadilan Agama Bandung dan selanjutnya
Akta Permohonan Banding tersebut diberitahukan kepada = Termohon
Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang selanjutnya disebut sebagai
Terbanding pada tanggal 21 Oktober 2022;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 28
Oktober 2022 yang diterima oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama
Bandung sebagaimana Surat Tanda Terima Memori Banding tanggal 28
Oktober 2022 Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Badg dan memori banding
tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 2 November
2022;

Bahwa Memori Banding Pembanding dapat disimpulkan yang pada
pokoknya meminta sebagai berikut;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Pembanding;
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2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor:
<No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Badg;
MENGADILI SENDIRI
PRIMAIR :
Menerima dan mengabulkan gugatan PEMBANDING untuk seluruhnya;
SUBSIDAIR :
Mohon putusan yang adil berdasarkan hukum;

Bahwa atas Memori Banding tersebut, Terbanding mengajukan Kontra
Memori Banding tertanggal 9 November 2022 yang diterima oleh Panitera
Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung sebagaimana Surat Tanda
Terima Kontra Memori Banding tanggal 9 November 2022 Nomor
<No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Badg dan Kontra Memori Banding tersebut telah
diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 14 November 2022;

Bahwa Kontra Memori Banding Terbanding dapat disimpulkan yang
pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh
Pembanding;

2. Menolak permohonan Banding beserta alasan-alasannnya dari
Terbanding;

3. Menguatkan Putusan  Pengadilan = Agama Bandung  Nomor:
<No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Badg, tanggal 5 Oktober 2022;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding
(inzage) pada tanggal 31 Oktober 2022 dan Terbanding telah “melakukan
pemeriksaan berkas perkara banding (inzage) tersebut sesuai dengan Surat
Keterangan Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung Nomor
1376/Pdt.G/2022/PA.Badg tanggal 02 November 2022,

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding
(inzage) pada tanggal 31 Oktober 2022 dan Pembanding tidak melakukan
pemeriksaan berkas perkara banding (inzage) tersebut sesuai Surat
Keterangan Plt. Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor
1376/Pdt.G/2022/PA.Badg tanggal 16 November 2022;
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Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftar
di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 23
November 2022 dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama
Bandung dengan Surat Nomor W10-A/3706/HK.05/X1/2022 tanggal 23
November 2022 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan
Terbanding;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada proses. peradilan tingkat
pertama dalam perkara a quo berkedudukan sebagai Pemohon, karenanya
berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang
Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Pembanding mempunyai legal

standing untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding diajukan
dalam tenggang waktu masa banding dan sesuai dengan tata cara yang
ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai ketentuan
Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun
1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding
Pembanding formil dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama
Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Tingkat Banding memeriksa dan
mengadili perkara a quo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai
judex factie berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah
diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bandung
untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan
Tinggi Agama Bandung, namun tentu tidak akan meninjau satu persatu
keberatan-keberatan = Pembanding sebagaimana ditegaskan dalam

yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Rl Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal
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16 Desember 1970, juncto Putusan Mahkamah Agung RI No. 247
K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim Pengadilan
Agama Bandung telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak
berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya para pihak berperkara
diperintahkan untuk menempuh upaya - perdamaian melalui mediasi
sebagaimana dimaksud oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016, kemudian
berdasarkan kesepakatan para pihak _Majelis Hakim menunjuk Mediator
Rachmat Januardi Tanjung, S.H. CTL, CLA, CLI dan berdasarkan laporan
mediator tanggal 13 Juli 2022 upaya mediasi yang dilakukan tidak berhasil
mencapai kesepakatan, karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat
bahwa perkara ini untuk proses litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding telah membaca,
mempelajari, dan menelaah dengan seksama berkas perkara a quo yang
terdiri dari surat gugatan, jawaban, reflik, duplik, berita acara sidang, salinan
resmi Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor
<No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Badg. tanggal 05 Oktober 2022 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 28 Rabiul Awwal 1444 Hijriyah, memori banding dan kontra
memori banding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini
serta Majelis Tingkat Banding telah memperhatikan pula Putusan Sela
Majelis Tingkat Banding Pengadilan Tinggi  Agama Bandung Nomor
<No.Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg. tanggal 30 November 2022 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 04 Jumadi Akhir 1444 Hijriyyah, Berita Acara
Sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung  Nomor
<No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Badg tanggal 14 Desember 2022 serta Berita
Acara Sidang Majelis Tingkat Banding Nomor
<No.Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg tanggal 20-Desember 2022, Majelis Tingkat
Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Dalam Konvensi
Menimbang, bahwa alasan dan dalil permohonan Pembanding
kehadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung pada pokoknya
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menyatakan bahwa dalam rumah tangga antara Pembanding dengan
Terbanding mulai Tahun 2018 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran
yang sulit untuk didamaikan bahkan puncak perselisihan terjadi awal
Fabruari 2020 dan sejak itu pula antara Pembanding dengan Terbanding
telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak berhubungan lagi
sebagaimana layaknya suami istri, terhadap alasan dan dalil Pembanding
tersebut, Terbanding memberikan jawaban pada pokoknya bahwa tentang
perselisinan dan pertengkaran sebetulnya tidak jelas, memang masalah
berpisah diakui dan dibenarkan akan tetapi penyebabnya justru Pembanding
sendiri yang meninggalkan tempat berumah tangga (dimungkinkan karena
ada perempuan lain' bernama W), karenanya Terbanding tidak bersedia
bercerai juga pada dasarnya sebelum terjadi pernikahan telah lahir seorang
anak diluar nikah;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pembanding tersebut dan
Pembanding dalam persidangan tidak menghadirkan saksi, Majelis Hakim
Pengadilan Agama Bandung berpendapat dan telah mempertimbangkan
secara tepat dan benar dengan diktum putusan menolak tuntutan
Pembanding;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Putusan Sela Majelis
Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/
2022/PTA.Bdg. tanggal 30 November 2022 Masehi, bertepatan dengan
tanggal 04 Jumadi Akhir 1444 Hijriyyah, Berita Acara Sidang Majelis Hakim
Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Badg tanggal
14 Desember 2022 serta Berita Acara Sidang Majelis Tingkat Banding
Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg tanggal 20 Desember 2022 dimana
dalam persidangan Pembanding menegaskan ~bahwa tidak akan
menghadirkan  saksi, selanjutnya Majelis Tingkat Banding
mempertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan jawab menjawab antara
Pembanding dengan Terbanding tersebut cukup jelas bahwa alasan
permohonan Pembanding karena perselisihan dan pertengkaran yang terus

menerus, telah sulit didamaikan, telah terjadi perpisahan dan sudah tidak
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berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami isteri, serta salah satu pihak

sudah enggan untuk meneruskan rumah tangga kembali, perselisihan

tersebut adalah sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf (f)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa  sebelum Majelis  Tingkat  Banding
mempertimbangkan tentang fakta-fakta perselisihan dan pertengkaran yang
terjadi antara Pembanding dengan Terbanding dalam perkara a quo terlebih
dahulu Majelis Tingkat Banding mengemukakan pandangan-pandangan
sebagai tersebut di bawah ini;

- Bahwa dalam hal menilai dan menentukan telah terjadi perselisihan dan
pertengkaran dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud ketentuan
Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal
116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo. Yurisprudensi MARI
terdapat beberapa “sarana” yang merupakan ' parameter untuk
menilainya, antara lain;

a. Karena adanya pengakuan dan pembenaran dari Pembanding dan
Terbanding;

b. Karena adanya fakta telah berpisah dengan relatif lama dan sudah
tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

c. Karena adanya keterangan para saksi terdekat yang melihat sendiri
dan mendengar sendiri tentang perselisihan tersebut dan saksi sudah
tidak sanggup lagi mendamaikannya sehingga kapasitas saksi
tersebut memenuhi hukum acara;

d. Karena telah diupayakan untuk berdamai secara maksimal tapi telah
tidak berhasil;

- Bahwa dalam pelaksanaan menggunakan sarana-sarana tersebut pada
persidangan tentu Majelis Hakim tidak asal menerima begitu saja secara
instan, artinya Majelis Hakim mempunyai kewenangan-kewenangan
menjustifikasi sesuai hukum acara, maka Majelis Hakim akan
mengkonstatir, mengkwalifisir, dan mengkonstituir dengan cara

menghubung-hubungkan fakta-fakta yang telah ada atas dasar adanya
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sarana tersebut dengan fakta lainnya dan selanjutnya Majelis Hakim akan
menarik asumsi-asumsi dengan menggunakan metoda-metoda yang

diperlukan serta terakhir akan mengkonstituir tentang hukumnya;

- Bahwa adanya azas untuk mempersulit perceraian, yang artinya bahwa
perceraian tersebut boleh terjadi harus benar-benar adanya alasan-alasan
sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang—undangan yang
berlaku, hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta perselisihan dan
pertengkaran sebagaimana tersebut di atas walau telah diakui dan
dibenarkan Terbanding dan Terbanding tetap ingin meneruskan rumah
tangga walau ternyata Pembanding tetap tidak bergeming dan tetap ingin
bercerai akan tetapi sikap Pembanding dalam persidangan Pengadilan
Tinggi Agama Bandung tetap pula tidak akan menghadirkan saksi, Majelis
Tingkat Banding berpendapat bahwa dengan sikap Pembanding tersebut
yang tidak akan menghadirkan saksi, maka ketentuan hukum acara dalam
hal ini ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 telah tidak terpenuhi, karenanya menurut hukum bahwa alasan dan
dalil . Pembanding tersebut telah tidak terbukti dan karenanya harus

dinyatakan ditolak;

Dalam Rekonvensi
Menimbang, bahwa  pertimbangan  dalam konvensi sejauh
berhubungan dengan rekonvensi ini secara mutatis mutandis merupakan

bagian dari pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa gugatan Terbanding adalah berkaitan dengan
mas kawin, nafkah lampau, iddah dan mut’ah yang nyata-nyata merupakan
akibat yang timbul jika Pengadilan mengabulkan permohonan Pembanding
dalam perceraian dan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas (konvensi)
bahwa tuntutan Pembanding ditolak sehingga antara Pembanding dengan

Terbanding masih tetap sebagai suami isteri, karenanya sesuai hukum
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Majelis Tingkat Banding berpendapat tuntutan Terbanding dalam rekonvensi

harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan
tersebut di atas Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan
Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Badg. tanggal
05 Oktober 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awwal 1444
Hijriyah dapat dipertahankan dan karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang
perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan peraturan perundang-

undangan dan dalil syar’i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding formal diterima;

Il. Menguatkan = putusan Pengadilan Agama Bandung = Nomor
<No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Badg. tanggal 05 Oktober 2022 ' Masehi,
bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awwal 1444 Hijriyah;

[ll. Membebankan kepada  Pembanding untuk membayar biaya perkara
pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu
rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 22 Desember
2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1444 Hijriyah,
oleh kami Dr. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis,
Drs. H. Jeje Jaenudin, M.S.l. dan Drs. H. Ali Imron, S.H. masing-masing
sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan

Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor

Halaman 9 dari 10 halaman Put. No. <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg



<No.Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg. tanggal 23 November 2022, putusan
tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu
juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi para Hakim
Anggota dan dibantu Setya Rini, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan
tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Ketua

ttd

Dr. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H.

Hakim Anggota Hakim Anggota
ttd ttd
Drs. H. Jeje Jaenudin, M.S.1. Drs. H. Ali Imron, S.H.

Panitera Pengganti

ttd
Setya Rini, S.H.
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Perincian biaya perkara banding:

1. Biaya proses

2. Biaya redaksi

3. Biaya meterai
Jumlah

: Rp130.000,00
:Rp 10.000,00
: Rp 10.000,00
: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera Muda Banding

Drs. Sidik Widyaksa
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